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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN  BUPATI  PATI 

  NOMOR 19 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan belum diaturnya ketentuan mengenai 

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, maka 

Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu 

disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang . . . 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

9. Peraturan . . . 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 110); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 223); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PATI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK 

ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

Pasal I . . . 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 223), 

diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB 

IXA yang berbunyi sebagai berikut : 

BAB IXA 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 41A 

(1) Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 

ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat 

yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi 

hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Obyek 

Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar   

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(3) Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 

diberlakukan 1 (satu) kali setiap Wajib Pajak dalam 1 

(satu) tahun pajak. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

                                                  

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 4 Maret 2021   

BUPATI PATI, 

Ttd 

 

 HARYANTO 

  

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 4 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

Ttd 

 

SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 19 

 

 

 


